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BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIJUNJUNG
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NOMOR #o4 PM.00.02/ K.SB-09/08/2024
TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PE

PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)

PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG

san penyelenggaraan tahapan

Menimban . 3. Bahwa dalam rangka pengawad
’ g k Tahun 2024 di Kabupaten

Pemilihan Kepala Daerah Serenta

Sijunjung;
b. Bahwa dalam rangka pengawasan tahapan kampanye dan

penertiban alat peraga kampanye (APK) pada peny.elenggaraan
Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten

Sijunjung ;
c. Bahwa berdasarkan Berita Acara (BA) Badan Pquawas
Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tanggal 31 Juli 2024

Nomor 36/RT.02/SB-09/07/2024;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, b, dan c di atas dipandang perlu menetapkan Surat
Keputusan (SK) Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sijunjung Penetapan Kelompok Kerja (POKJA)
Pengawasan Kampanye Dan Penertiban Alat Peraga Kampanye
(APK) Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 130);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor (6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun
2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
bupati dan wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 372);

4.  Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan

Pelangga(an, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur
Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota

Dan Wakil Wali Kota Serentak (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 778);
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5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur
Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota
Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 1112);

6. Peraturan Badan Pengawas Pem &
2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administras

pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan W'aki"
Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjad
Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1113);
7. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum  Nomor

| 367/HK.01.00/K1/10/2023  Tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengelolaan  Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan

| pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil

i Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

' 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024
Tentang Tahapan Dan Jadwal pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kotadan Wakil
Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 60);

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:
49/PMK.02/2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun

Anggaran 2024.

ilihan Umum Nomor 9 Tahuq

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU : Menetapkan mereka yang nama-namanyd tercantum pada

lampiran keputusan ini Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan
Kampanye Dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Pada
Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten

Sijunjung;

KEDUA : Pokja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK)
bertujuan untuk fasilitasi dan koordinasi pencegahan dan

penindakan  pelanggaran  kampanye  dan pelanggaran

pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK). Jumlah alokasi

anggaran untuk Pokja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga

Kampanye (APK) adalah sebagai berikut:

1) Pengarah Pokja Pengawasan Kampanye dan APK adalah
Ketua atau Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;

2) Penanggung Jawab Pokja Pengawasan Kampanye dan APK
adalah Ketua atau Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;

3) Ketua Pokja Pengawasan Kampanye dan APK adalah Ketua
atau Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;

4) Sekretaris Pokja Pengawasan Kampanye dan APK adalah
Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;

5) Anggota Pokja Pengawasan Kampanye dan APK yang berasal
dari instansi eksternal yaitu Satuan Polisi Pamong Praja
(Satpol PP) Kabupaten/Kota, Polres, dan Dinas Perhubungan
(Dishub) Kabupaten/Kota masingmasing paling banyak 2
(dua) orang;

6) Anggota Pokja Pengawasan Kampanye dan APK dari
Bawaslu Kabupaten/Kota paling banyak 10 (sepuluh) orang
termasuk pengarah, penanggungjawab, ketua, wakil ketua,
sekretaris, dan anggota; dan

7) Masa kerja dan besaran honorarium berpedoman pada Surat
Menteri Keuangan mengenai SBML Pengawasan Tahapan
Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan.
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K
FTIGA : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini
diberikan honorarium selama Kelompok Kerja inl berjalan sesual
KEE tahapan, N
MPAT : Biaya yang ditimbulkan dengan adanya keputusan M
dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Bawaslu kabupaten Sijunjung;
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan

inl akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :
{. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera

| Barat.
| 2. Kepala Sekretariat ~Badan Pengawas Pemilihan Umum

3
‘: Provinsi Sumatera Barat.
3. Bendahara Pengeluaran Badan Pengawas Pemilihan Umum

Provinsi Sumatera Barat.
4. Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Sijunjung.
5. Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung.

6. Peringgal.

Ditetapkan di : Sijunjung
Pada Tanggal : 30 Agustus 2024

/" KETUA,

W\ "’ \ , ~ "/‘
\ ( \ .
\"."_GUSNI FAJRI

-

- — —

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR . MlaA/PM.00.02/K.SB-09/08/2024

TANGGAL : 30 Agustus 2024
OK KERJA (POKJA) PENGAWASAN

TENTANG : PENETAPAN KELOMP
KAMPANYE DAN PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE

(APK) PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK

TAHUN 2024
POSISI DALAM
NO NAMA JABATAN POKIA
, Ketua Bawaslu Kabupaten
! 1 | Gusni Fajri, SE Siiunjung —
' Anagota Bawaslu Kabupaten
5 | Heru Rahmat Julisa, S.Kom 9 Sijunjung Pengaran
, , Anggota Bawaslu Kabupaten Penanggung
3 | Agus Hutrial Tatul, S.P Sijunjung Jawab
Koordinator Sekretariat Bawaslu :
VLaidan Sekretaris
4 | Dewi Lusianita, SE.,MM Kabupaten Sijunjung
Kabupaten
5 | Nurmishbah, S.Pd PP B_ SO Anggota
Sijunjung
¢ | Desvira Iswarti, S.Pd Staf Baw.e.lslu. Kabupaten Anggota
Sijunjung
7 | Adri Jon Repo - Ban sh{ A Anggota
Sijunjung
g | Riki Rahmat S.E Staf Baw.a.islu. Kabupaten Anggota
Sijunjung
9 | Desi Permatasari,S.AK — Baw.a.slu' - Anggota
Sijunjung
. . Staf Bawaslu Kabupaten
10 | K Febrian, S.I =
risna Febrian, S.Ip Sijunjung Anggota
AKP Pradifta Dhananjaya P. =~
11 Simanjutak, S.LK Kasat Intelkam Polres Sijunjung Anggota
. , Kanit Politik SAT Intelkam
12 | Bripka May Doni Eka Putra, SH
L ot Ui Polres Sijunjung Anggo:e
. : Kepala Dinas Perhubungan
13 | Bobby Roespandi, AP., M.Si
Y P Kabupaten Sijunjung Anggo'a
Kepala Seksi Lalu Lintas Dinas
14 | Taufik Hidayat, SH., MH Perhubungan Kabupaten Anggota
Sijunjung
. Plt. Kasatpol. PP dan Damkar
15 | Syamsurijal, ST., MT
Y J Kabupaten Sijunjung Anggota
16 Hasral Weldiramon, AMK., Kabid Tibum dan Tranmas A ¢
SKM.,MM Satpol. PP Kabupaten Sijunjung gos
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